BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR ( TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
Masyarakat, maka perlu disusun Perencanaan
Pembangunan Daerah;

bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2026;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Berakhir pada Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023);
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10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.

5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Mempawah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2
(dua) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026. -

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya RPD ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam
melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
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BAB III
SISTEMATIKA RPD

Pasal 3

(1) Sistematika RPD Tahun 2025-2026 meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BABII : Gambaran Umum;

BAB Il : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;

BABV : Tujuan dan Sasaran;

BAB VI . Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;

BAB VII : KerangkaPendanaan Pembangunandan Program
Perangkat Daerah;

. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

BAB IX : Penutup.

(2) Dokumen RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 sebagaimana

fiirlnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

I R e R0 o

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026.

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja
sampai dengan tahun berjalan,

Terjadi perubahan yang mendasar; dan

Tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Tahun 2025-2026, maka
penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum RPJPD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD
berpedoman pada RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 26 - \~ 2024

BUPATKMEMPAWAH,\,

LINA




